BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Menghadapi era globalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi. Organisasi dapat berjalan dengan baik apabila pegawai paham akan tugas dan fungsinya, sehingga tercipta pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menuju pemerintahan yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang baik maka diperlukan peningkatan kinerja pegawai agar pencapaian tujuan organisasi dapat terealisasikan.
Pegawai sebagai unsur mutlak dalam sebuah organisi pemerintahan maupun swasta memiliki tugas yang penting. selain sebagai aparatur pemerintahan, pegawai sebagai pemikir, perencana, penggerak dalam sebuah organisasi sangat penting untuk menunjang kesuksesan sebuah organisasi. Sebagaimana dikemukakan dalam undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa:
“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”

 (
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)


Kerja pegawai haruslah terencana secara berkesinambungan, sebab peningkatan kerja pegawai bukan merupakan peristiwa seketika tetapi memerlukan suatu perencanaan dan tindakan yang tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu (Engkoswara dalam Sinambela, 2017). Kinerja pegawai menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu organisasi, ini dikarenakan pegawai merupakan faktor yang dapat mewujudkan efektivitas dan efesien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Efektivitas kerja pegawai sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan administrasi yang efektif dan efisien. Dalam meningkatkan kinerja pegawai tentunya diperlukan upaya pemberdayaan sumber daya dalam organisasi tersebut. Namun sebelumnya ada beberapa dimensi kinerja yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan, motivasi dan peluang untuk menunjang kinerja pegawai dalam organisasi tersebut.
Organisasi perlu peningkatan kualitas kerja pegawai dan dilakukan dengan peningkatan kinerja yang bermutu dan profesional. Melakukan tugas- tugas sebagai seorang pegawai dalam bekerja ditempat tugasnya tidak hanya menghabiskan waktu ditempat kerjanya dengan duduk santai dan menanti gaji pada awal bulan, tetap pegawai harus mengutamakan kualitas pekerja serta apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal ini dengan bekerja secara efektif, maka berbagai keuntungan dapat diraih oleh organisasi. Dari segi waktu, penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu bahkan lebih cepat dari perkiraan memungkinkan para pegawai

untuk mengerjakan pekerjaan lain dengan mengintegrasikan tujuan individu dan tujuan organisasi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan.
Keberhasilan dalam organisasi bisa dilihat dengan kinerja yang efektif dan efisien maka terdapat beberapa pihak yang memperoleh keuntungan yaitu, masyarakat, pemerintah dan tentunya organisasi itu sendiri. Secara sederhana penerapan tugas dan fungsi pada pelayanan publik dalam masyarakat menggambarkan bahwa pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan penduduk dan pemerintahan mampu menyelenggarakan fungsi ini dengan mutu prima untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan pokok berdasarkan peraturan pemerintah No.6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Bidang Sekertariatan memiliki tugas yang melaksanakan pelayanan publik berdasarkan undang – undang No. 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau administrasi yang disediakan oleh penyelengara	pengelolaan	surat	menyurat,	kearsipan,	administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik. Pengertian ini memberikan indikasi bahwa pelayanan

publik merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara.
Ketika kita berbicara tentang kinerja tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja merupakan kunci atau inti dalam berbagai usaha yaitu pada umunya kegiatan atau usaha yang bersifat jasa. Perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan jika kegiatan atau usaha jasa di masyarakat tersebut memiliki tujuan utama merebut kepercayaan publik. Upaya untuk menarik kepercayaan tersebut menimbulkan dampak postif dalam organisasi perusahaan atau organisasi publik yang mereka jalankan. Organisasi perusahaan atau organisasi publik tersebut bersaing dalam pelaksaan layanan melalui berbagai cara, teknik dan metode yang dapat menarik lebih banyak orang untuk menggunakan produk yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi perusahaan atau organisasi publik tersebut. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, sehingga dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Sehingga dengan demikian manajemen dalam organisasi perusahaan atau organisasi publik tersebut dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian kegiatan pelayanan dengan memadai agar hasil akhirnya dapat memuaskan orang atau badan yang mendapatkan pelayanan tersebut.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Karakteristik pelayanan publik yang

sebagian besar bersifat monopoli membuat pemerintah tidak menghadapi permasalahan persaingan pasar sehingga menyebabkan lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik akan penyediaan pelayaan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan sebagian pengelola pelayanan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanan.
Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, pesyaratan yang tidak transparan, sikap kurang responsif, dan lain-lainnya. Birokrasi kita terkenal sebagai birokrasi yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan istilah “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”. Sudah melekat di birokrasi Indonesia. Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pelayanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Salah satu bentuk Instansi Pemerintah yang menyediakan Pelayanan Publik adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon juga memiliki kewenangan untuk menjalankan ketentuan berupa Pelayanan Administrasi untuk Pembangunan

Gedung/perkantoran untuk mendapat izin dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.
Terdapat beberapa masalah-masalah yang terjadi dalam Pelayanan Publik antara lain yaitu dari pegawai ataupun fasilitas di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon belum efektif sebagaimana diantaranya, mengenai pegawai kurang disiplin berkaitan dengan ketetapan waktu, baik jam kerja maupun jam pelayan, fasilitas yang masih manual belum elektrik, lemahnya kinerja pegawai dalam melayani masyarakat, data surat masuk dan surat keluar masih menggunakan buku manual belum elektrik.
Ditinjau dari penelitian sebelumnya oleh (Ida Frida, 2022), yaitu Efektivitas Kinerja Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memberikan hasil berupa dalam penelitian ini menjadi suatu persoalan yang terjadi yaitu kurangnya disiplin pegawai hal ini terlihat dari kurangnya tingkat kehadiran dan belum adanya pelatihan maupun Pendidikan yang dilakukan untuk mendukung kinerja pegawainya. Fenomena ini tentu akan mengganggu efektifitas kinerja pegawai yang berkaitan dengan tugas, produktifitas, waktu, motivasi, pengawasan, lingkungan kerja, evaluasi kerja, dan sarana prasarana yang dimana akan berpengaruh membuat suatu arah organisasi menjadi menurun. Hal tersebut dapat saling bersinergi bilamana aktifitas akan saling bersentuhan satu sama lain agar membentuk suatu pencapaian sesuai keinginan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan mampu memberikan penjelasan tentang efektivitas kinerja pegawai di KESBANGPOL Provinsi Lampung.

Teori yang digunakan untuk mengukur suatu efektivitas kinerja pegawai menurut (Ravianto, 2014:11) Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Sedangkan pegawai merupakan penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktvitas tersebut.
Kantor satuan polisi pamong praja atau dikenal dengan Satpol PP, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan 5 pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.
Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana terciptanya hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik berupa jasa maupun manusia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai

dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Hal tersebut tercipta berdasarkan dari beberapa sudut pandang atau suatu presepsi terkait adanya kebaikan atau keburukan yang tercipta baik dari pengguna layanan ataupun dari penyedia layanannya itu sendiri.
Berangkat dari latar belakang yang di uraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang dengan judul “Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah “Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon”
Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:
1) Bagaimana pelaksanaan dalam Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ?
2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ?

3) Upaya-upaya apa yang digunakan dalam mengatasi hambatan pada Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ?
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
3) Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang digunakan dalam mengatasi hambatan Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
1.3.2 Kegunaan Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi semua.
1.3.2.1 Secara Teoritis

a) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
b) Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Adminis trasi Publik Khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Kerja

Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
1.3.2.2 Secara Praktis

a) Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik Khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
b) Manfaat yang didapat pihak Satuan Polisi Pamong Praja ialah mengetahui Efektivitas Kerja Pegawai Sekertariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
c) Manfaat bagi masyarakat ialah dapat bisa mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
